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<b>ABSTRAK</b><br>

Notari/PPAT merupakan salah satu pihak yang berperan dalam program Pengampunan Pgjak di Indonesia.
Salah satu peran Notaris/PPAT yang terdapat dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah
merahasiakan data dan informasi wajib pajak peserta Pengampunan Pgjak. Namun, di sisi lain,
Notaris/PPAT juga memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigan.
Pelaporan Transaks Keuangan Mencurigakan perlu dilakukan agar program Pengampunan Pajak tidak
dijadikan sebagai suatu sarana Pencucian Uang. Permasalahan dalam tesisini yaitu perlindungan hukum
terhadap NotariPPAT yang melakukan pelaporan Transaks Keuangan Mencurigakan Wajib Pajak peserta
Pengampunan Pgjak dan kedudukan akta Notaris terkait Pengampunan Pajak sebagal dasar penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Wgjib Pgjak peserta
Pengampunan Pgjak. Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis-normatif dengan melihat norma-
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang
Pengampunan Pgjak. Hasil penelitian dalam tesisini yaitu bahwa NotarisyPPAT seharusnya diwajibkan
melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Wajib Pajak peserta Pengampunan Pgjak dan telah terdapat
perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT yang melaporkan tersebut serta akta Notaris’PPAT seharusnya
dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait
Pengampunan Pgjak.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Notary have arolein Tax Amnesty Program in Indonesia. One of Notary rsquo srole described in Tax
Amnesty Law is confidential of Taxpayer rsquo s data and informations. On the otherside, Notary also have
an obligation to report Suspicious Financial Transaction. Suspicious Financial Transaction Report is
required to make Tax Amnesty Program clear from any Money Laundering process. The problemsin this
thesis are law protection for Notary who report Suspicious Financial Transaction of Taxpayer participating
in Tax Amnesty Program and legal standing of Notary rsquo s deed as a basis for investigation and
prosecution of Money Laundering crime conducted by Tax Amnesty rsquo s Taxpayer. Thisthesisrsquo s
method isjuridical normative by viewing legal norms from regulations, especially Tax Amnesty Law. The
result of thisthesis are Notary should be required to report Suspicious Financial Transaction of Taxpayers
participating in Tax Amnesty Program and there are enough law protections for Notary who report that and
also Notary rsquo s deed should be used as a basis for investigation and prosecution of Money Laundering
crime conducted by Tax Amnesty rsquo s Taxpayer.
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